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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik indonesia di Jakarta;
Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta;

Ketua Umum PB PON XVIi| di Riau:

Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;

Pimpinan DPRD Provinsi DIY

MUSPIDA Provinsi DIY;

N W

Tugas Kontingen PON sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai
berikut:

a.

bidang pembinaan mempunyai tugas memberikan bimbingan pengarahan,
motivasi, dan mengadakan pemantauan tentang pelaksanaan peran seria
Kontingen PON XVill Tahun 2012;

bidang pelaksanaan bersama-sama dengan cabang-cabang olahraga yang
bersangkutan mempunyai tugas melakukan persiapan dan mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam PON XVIII Tahun 2012;
dan

seluruh personil kontingen agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dan berupaya
menampilkan prestasi seoptimal mungkin dalam menunjang sasaran
Kontingen PON XVill Tahun 2012.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kontingen PON dapat berhubungan
dengan pihak lain yang diperlukan. ;

Dalam melaksanakan tugasnya Kontingen. PON bertanggung jawab dan
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta | '
pada tanggal 6 AGUSTUS ROVZA

Inspektur Provinsi DIY;

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY:

9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY:
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

11. Ketua Umum KONI DIY;

12. Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY;
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya PON XVIII Tahun
2012 di Riau, perlu membentuk Kontingen untuk berperan serta dalam

TENTANG
PEMBENTUKAN KONTINGEN PON XVIII TAHUN 2012
Menimbang
beberapa cabang olahraga dan kegiatan lainnya dalam PON XV terseb:ut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurgjxf a
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kontingen
- PON XVIII Tahun 2012; ’

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- -Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 18
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembéran
Negara Republik Indonesia Nomor 827), ‘ :

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 3008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuapgan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); |

4, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Unc:lang-
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Repubilk
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga
Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN : : ;
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